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XEPUTUSAIT KEPAI,A KANTOR WILAYA}I KTME}ITTTRIAITT AGAMA
PROIII$SI JAWA TIMUR

ItOilIOR 629 TAIIUN 2019
TEl{?AI[G

PEMBERIAIT IZUY OPERASIOI{AL PESDIRIAII
MADRASAII IBTIDAIYAII RAUDLATUL HASA]YIYATI JAITGI{ANG TIRIS

KABUPATEN PROBOLIITGGO PROVIIISI JAWA TIMUR

DIITGAII TAHMAT TUHAIT YAITG MAHA ESA

KEPALA KAXTOR WILAYAH KEMEIIITERIA1IT AGAMA PROVIilSI JAWA TIMTIR,

Menimbang a. bah',r,a dalam rangka meningkatkan akses pendidikan
madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan
masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk
menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar
nasional pendidikan;

b. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini telah memenuhi persyaratan administratit
teknis dan kelavakan -yang telah ditetapkan berdasarkan
Nota Dinas Pertimbangan Dari Kepala Bidang Pendidikan
Madrasah Nomor : 2A lKw.13.2.slPP.AA I A2 I 2019 tanggal
25 Februar:i 2Atg dan Rekomendasi dar:i Kepala Kantor
Kementerian Agama KABUPATEN PROBOLINGGO Nomor:
B-03691Kk.13.8121PS.00/2 12A19 tanggal 1 1 Februari
2019;

c. bahw'a berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam humf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputllsan
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa
Timur tentang Izin Operasionai Pendirian MADRASAH
IBTIDAIYAH RAUDLATUL HASANIYAH JANGKANG
TIRIS KABUPATEN PROBOLINGGO Provinsi Jann a Timur.

Mengingat 1. Undang-Undareg Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistern
tsendidikan Nasionai (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO3 Nomor 78, Tambahan Lembaran l{egara
Republik Indonesia Nomor a301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan
Dosen {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 157, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia
Nomor a301);

3. Peraturan Pemerinlah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan kmbaran
Negara Reputrlik Indonesia Nornor 44961 Sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015
tentang Perubahan Ked,u6 Atas Peraturan Pemerintah Nomor
19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
71. Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor
J-i - t-,
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib

Belajar Pendidikan Dasar (lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor aB63);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendirlikan {kmbaran Negara RepuLrlik

Inclonesia Tahun 2008 Nomor 9L, Tambahan Lembaran

Negara Reputrlik Indonesia Nomor a86a);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru

{LemLraran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 l\omor
194, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor

4941), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah I\,lomor 19 Tahun '2017 tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008;

7 . Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,

Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor

5150) sebagairnana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran

Negara Reputrlik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5157);

B. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun

2OO7 tentang standar sarana dan Frasarana untuk Sekolah

Dasar/Madrasah lbtidaivah, Sekolah Menengah

PertamalMadrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah

Atas/Madrasah AliYah;

g. Peraturan Menteri Agama lrlomor 2 Tahun 2008 tentang

Standar Kompetensi Luiusan dan standar Isi Pendidikan

Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah;

10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun

20i0 tentang standar Pelavanan Minfunal Pendidlkan di

Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23

Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang standar
Pe la-1,'ana n M inimal Pe ndidikan di Ka bupaten / Kota ;

11. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun '2AI2 tentang'
Pengar,r,.as Maclrasah rlan Pengawas Pendidikan Agarna Islam

pada sekolah (Berita Negara Reputrlik Indonesia Tahun 241'2

Nomor 206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

I\{enteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan

Atas Peraturan Menteri A.gama Nomor 2 Tahun 2Al2 tentang

Pengawas Marirasah dan Pengawas Fendidikan Agama lslam

pada sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013

Nomor 68a);
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

12. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan pendidikan Madrasah, serragaimana telaii
diubah dengan peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun
2a16 tentang perubahan Kedua eL" peraturan Menteri
Agama Nomor g0 Tahun 2013 tentang penyeienggaraan
Pendidikan Madrasah;

MEMUTUSKAN:

: KEPUTUSAN KtrPAIA KANTOR WILAYAH KEMtrNTERIAN
AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAI, PENDIRIAN
MADRASAH IRTIDAIYAH RAUDLATTIL HASANryAH JANGKANG
TIRIS KABUPATtrN PROBOLINGGO PROVINSI JAWA TIMUR.

: Memberikan izin operasional pendirian madrasah sebagaima,a
tercantum dalam r,ampiran dan merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.

: Bagi MADRASAH IBTTDATYAH setelah jangka rvaktu 7 tairun,
Kepala Madrasah yang bersangkutan wajib I
a. h{enyampaikan laporan perkemba.gan madrasah kepada

Kepala Kantor Kementerian agama yang memuat paiing
sedikit perkembangan jumlah peserta aloii<; pelaksanaai
kurikulum, peiaksanaan pemenuhan standar sarana.
prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik
dan tenaga kependidikan; dan/atau

b. Mengajukan pendaftaran visitasi akreciitasi sekolah/madrasah
kepada BAP-S/M sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

: Dalam hal perkembangan madrasah sebagaima,a dimaksud
dalam Diktum Kedua huruf a dinilai memenuhi standar
pelayanan minimal penvelenggaraan pendidikan dan/atau hasil
akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum, Kedua hur-r_rf b
mendapat peringkat minimar c, maka iztrl operasional
sebagairnana dimaksud dalam Diktum Kesatu tetap berlaku.

: Dalam hal perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud
daiam Diktu,r Kedua huruf a ctinilai memenuhi standar
pela'anan minimal penyelenggaraan pendidikan danfatau hasil
akreditasi sebagaimana dimalisud Diktum Kedua hurul b tidak
mendapat peringkat minimal c, maka .oin operasional
sebagairnana dimaksud dalam Diktum Kesatu dicabut.

: Keputusan ini mulai berlaku pacla tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 2'2 Aprrl'2019

KANTOR WILAYAH
AGAMA

JAWA TIMIJR,

\
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AMIN MAHFUD 2
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LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KAN?OR
WILAYAH KEMENTBRIAN AGA]\,{A
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 629 TAHU}r 20]9
TENTANG
PEMBBRIAN IZIN OPERASIONAL
PtrNDIRIAN MADRASA}{ IBTIDAIYAFI
RAUDLATUL HASANIYAH JANGKANG
TIRIS KABUPATEN PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

KANTOR WILAYAH
AGAMA

JAWA TIMUR,

1 Nama Madrasah MADRASAH IBTIDAIYA}I RAUDLATUL
HASANIYAH JANGKANG TIRIS
KABUPATEN PROBOLINGGO

2 Nomor Statistik Madrasah 111235131011

-J A-lamat Madrasah JL. DUSUN CURA}I PAKIS RT 012 RW OO5

DESA/ KELURAI{AN JANGKANG

KtrCAMATAN TIRIS

KABUPATtrN PROBOLINGGO

PROVINSI JAWA TIMUR

4 Nama 0rganisasi Penyelenggara YAYASAN RAUDLATUL HASANIYAH
.IANGKANG

5 Akte Notaris Organisasi

Penyelenggara

NO. 132, KHUSNUL I-IITAMINAH, SH

6 Pengesahan Akte It{otaris

Organisasi Pen-ve 1en ggara

AHU-0006383.AH.0 1.04. TAHUN 20 16 /
3 FEBRUARI 2016

MAHFUD 2
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